
BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan. Politik yang
lebiL efektif, maka Peraturan Bupati Luwu Timu Nomor 9
Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Rincian T\rgas
Jabatan Strulrh.rral pada Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Luwu Timur perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, TUgas
dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kantor Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
427O);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Ter;}:rahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

:4.

b.
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5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tanlbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

6. Peraturan Pemerintah Nomorl8 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (l-embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1O3).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
LUWU TIMUR.

BAB I
KE"TENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur'

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan llrusan pemerintahan

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otongmi seluas-

Iuasnya dalam sistern"dan prinsip Negarl Kesatuan Republik Indonesia

"eb.gLmat 
a dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom'

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur'

5. Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur'

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu Timur'

T.Kantor adalah Kantor Kesaruan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu

Timur.

8. Kepala Kantor adalah KePa-la

Kabupaten Luwu Timur.
Kantor Kesatuan Bangsa darr Politik

9. Tugas pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan'

1O. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokok'

1 1. Rincian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan

yarrg rn..tr-ptk.t upaya pok"k yang dilakukan pemegang jabatan '
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BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan OrganisasiKantor Kesatuan Bangsa dan Politikterdiri atas :

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

d. Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan;

e. Seksi Politik; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampira,n yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

KantorKesatuan Bangsa dan Politik, dipimpin oleh Kepa.la Kantor yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupa.ti melalui Kepa.Ia
Bagran Sekretaris Daerah.

BAB IV
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIANTUGAS

Bagran Kesatu

Kepala Kantor
Pasal 4

(l) Kepala IGntorsebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a
mempunyai tuga.spokok membantu Bupatidalam melaicsanakan
pen-yusunan dan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan
politilcyang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Pemerintah Daerahberdasrrtan keten-tuai
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Kantordalam melaksanakan tugas pokok
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakanfungsi :

a. perumusan pelaksanaan kebijakan,pelakasanaan
evaluasi dan pelaporan di bidang bina Ideologi
kebangsaan;

sebagaimana

monitoring,
dan wawasan

b perumusan pelaksanaan kebijakan, pelakasanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan dan kewaspadaan;
penrmusan pelaksanaan kebijaka_n, pelakasanaal monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang politik
perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
kegiatan ketatausahaan yang menunjang tugas organisasi;
pelaksanaan administrasi Kantor; dan

pelaporan

c-

d.

e.

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas
dan fungsinya.
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(3) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. menjrusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta
meny'usun Rencana Strategis Kantor sesuai dengan visi dan misi
daerah;

b. merumuskan program kerja sesuaiRencana Strategis Kantor;

c. mengoordinasikan pelaksanaan prograrn dan kegiatan lingkup
Kantor Daerah;

d. membinaKepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Bidang dalam
melaksanakan tugasnya;

e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kantor;

f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Kantor;

g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi
agar senantiasa berjalan optimal;

h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa
sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

i. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang bina Ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang ketahanan
dan kewaspadaan, dan bidang politik;

j. melaksanakan pen)rusunan bahan rLlmusan kebijakan pemerintah
daerah lingkupbina Ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan
dan kewaspadaan serta politik;

k. melaksanakanpemberian dukungan atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah di bidangbina Ideologi dan wawasal
kebangsaan, bidang ketahanan dan kewaspadaan, dan bidang
politik;

1. melaksanakanpembinaan dan pelaksanaan tugas di bidangbina
Ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang ketahanan dan
kewaspadaan, dan bidang politik;

m. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada
Ketatausahaan agar tercipta sinkronisasi kebijakan
penyelenggaraan tugas lingkup Kantor;

n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi,
dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;

o. menJrusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kantor dan memberikan
saral pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik
lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
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(1)

(21

(3)

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf bdipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas
pokok memimpin dan meiaksanakan penyiapan bahan dalam rangka
penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan
administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan
Kantor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakanfungsi.: - . -

a. pe"nyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
ketatausahaan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang
ketatausahaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.

Kepala Subbagian Tata Usaha da-lam melaksanakan tugas pokok

".["g-*""" 
dlmaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai

Bagian Kedua

Tata Usaha

Pasal 5

berikut :

a. merencanakan operasional kegiatan
pelaksanaan tugas;

tahunan sebagai Pedoman

perpustakaan;

h. mempersiapkan pelaksanaan rapat

kehumasan, dan keProtokolan;

dinas, upacara bendera,

mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah

tangga;

j. mengelola urusan administrasi keuangan;

k. mengelola urusan administrasi kepegawaianl

1. mengelola urLlsan administrasi perlengkapan dan peralatan;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang

merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar bedalan sesuai

rencana, tepat waktu, berkualitas daiam lingkup Subbagian Tata

Usaha;

d. memeriksa hasil peiaksanaan rugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Subbagian

Tata Usaha;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

Subbagian Tata Usaha;

f. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya serta

administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;

g. menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan
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m. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan
program/ kegiatan;

n. men5rusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata
Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan perumusan kebijakan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

(1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf cdipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanalcan
penyiapanbahan pen5rusunan kebijakan teknis, membina,
mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di
Seksibina Ideologi dan wawasan kebangsaanberdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaandalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
menyelenggara ka n fu ngsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina
Ideoiogi dan wawasan kebangsaan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang bina Ideologi
dan wawasan kebangsaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan
wawasan kebangsaan; dan

tugas di bidang bina Ideologi dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaandalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

a. merencanakal kegiatan bina Ideologi dan wawasan
kebangsaansebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar bedalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualita.s dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkanbahan perumusan pen5rusunan kebijakan teknis di
bidang bina Ideologi dan wawasan kebangsaan;

g. menginventarisir perrnasalahan yang berhubungan denganbina
Ideologi dan wawasan kebangsaanserta menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;

Bagian Ketiga

Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 6
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h. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam hal bina Ideologi
dan wawasan kebangsaan;

i. melakukan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan
kebangsaan, bela Negara, nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di
tia"lg ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela

Negara, nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;

k. meny'usun iaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Bina Ideologi dan
Wawasan Kebangsaan dan memberikan saran pertimbangan kepada

atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. melakukan tugaskedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik
lisan maupuri t.tt li" sesuai bidang tugasnya untuk mendukung
kelancaran Pelaksanaan tugas'

Bagian KeemPat

Seksi Ketahanan dan KewasPadaan

Pasal 7

dan kewasPadaan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan dan

kewasPadaan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa'

(3) Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaandalam melaksanakan tugas
\-' 

polof. ".U.g.l-rrr" 
Jlr"rf.sud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas

sebagai berikut :

a. merencanakan kegtatan ketahanan dan kewaspadaansebagai

pedoman Pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distri busi tugas Yang

merata;

lll SeksiKetahanan dan Kewaspadaansebagaimana dimaksud dalam Pasal
\'' 

i""v* iii rr"."r ddipimpin olth '"ot"'g Kepala Seksi' mempunyai tugas

po(of.'.".-impin 
-dan 

melaksanakan penyiapanbahan pcnymsunan

tebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan melaksanakart

;;;.;r" dan x.gi^t"t' di Seksi Ketahanan dan Kewaspadaan

terf,as..ka., ketentian peraturan perundang-undangan'

(2) Kepala Seksi Ketahanan dan Kewaspadaandalam melaksanakan tugas

pokok sebagai-"." Jit"ftsud pada ayat (1) menyelenggarakanfungsi :

I. 
-p."Vl"pi" 

U"ft""-ptt"tus^tt tet'rj"ttan teknis di bidang ketahanan

dan kewasPadaan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketahanan

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok .orS11is1si 
agar berjalan sesuat

" ;;;;;, tepat waktu, berfualitas dalam iingkup Seksi;

d.memeriksahasilpelaksanaantugaspokok-organisasiagarberjaian
sesuai rencanr, t"p"i *"Jl', berk;a[ias dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi
berjalan sesu
Seksi;

,n?ll.,H1*#ffi *H,1"L,ff;L"'Tffi t'ffi il



f. menyiapkanbahan perumusan pen5rusunan kebijakan teknis di
bidangketahanan dan kewaspadaan ;

g. menginventarisir permasalahan yar.g berhubungan
denganketaharan dan kewaspadaanserta menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

h. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam hal politik;

i. mela-kukan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama
dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi
kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

j. melakukan pernbinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan, keiurahan, desa dan masyarakat di
bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan,
pembauran dal akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan
penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

k. melakukan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan su.mber
daya alam, ketahanan perdagangan, fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi,
kebijakan dan ketahanan orrnas perekonomian;

1. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahal di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di
bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, Iiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan
da., kitahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan
organisasi masyarakat perekonomian;

m. men,'usun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Ketahanal dan
Kewispadaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima

Seksi Politik

Pasal 8

(1) Seksi Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
edipimpin oleh "io.rrg Kepala Seksi, mempunyai tugas pokok

*.-i-pi., dan melaksanakan penyiapan bahan pen)'usunan kebijakan

teknis, hembina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di Seksi Politil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Kepala Seksi Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakanfungsi
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang politik;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang politik;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang politik; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinYa.
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(3) Kepala Seksi Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
a. merencanakal kegiatan politiksebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang
merata;

c. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai
rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

d. memeriksa hasil pelaksalaan tugas pokok organisasi agar berjalan
sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Seksi;

e. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar
berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup
Seksi;

f. menyiapkanbahal perlrmusan
bidangpolitik;

pen5rusunan kebijakan teknis di

g. menginventarisir permasalahal yang berhubungan denganpolitik
serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam hal politik;
i. melakukan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik,

kelembagaan politik pemerintahan, kelembagain partai politik,
budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilihan U-u.., b.*u.,
Perwakilan Rakyat, Dewan perwal<ilan Daerah, Dewan perwakilan
Rakyat Daerah, Pemilihan presiden dan pemilihan Umum Kepala
Daerah;

j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa da. masyai"kat dibidang sistem dan _ implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya aai penaiditan
politik, fasilitasi Pemiiihan Umum Dewan perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat Daerah, pemilihan
Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

k. menyrrsunlaporan hasil peraksanaan tugas Seksi politik dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

l. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oreh atasanbaik lisan maupun tertulis se"uai Ulaang tugasnya untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9
( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor wajib dan taat

berpedoman pada ketentuan peraturan pemndang_undangln.
(21 Kepala Kantor mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan

Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah / s*^"ta t..k^it, rlnlam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas
dan fungsi Kantor.
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Pasal 10

Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Pejabat
Fungsionaldan pegawai dalam lingkungan Kantor wajib melaksanakan tugas
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan elisiensi.

Pasal 11

(1) Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Pejabat
Fungsionai Tertentu daLam lingkungan Kantorwajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-
masing.

{2\ Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Pejabat

Fungsionaldalam lingkungan Kantormengikuti dan mematuhi perintah
kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-u ndangan.

Pasa-l 12

Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Pejabat Fungsional

dalam lingkungan Kantor mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas

bawahan masing-masing serta mengambil langkah yang diperlukan apabila

menemukan adanya penyimpangal dan/ atau indikasi penyimpangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kepala Kantor, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Pejabat

Fungsional dalam lingkungan Kantor wajib menyampaikan laporan dan

kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(21 Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan

pengambilan keputusan sesuai dengal kewenangan masing-masing'

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur

Nomor 9 Tahun 2ol4 terllang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan

Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikKabupaten Luwu Timur

(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 9), dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 7 November 2016

BUPATI LUWU TIMUR,

. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili

pada tanggal 7 November 201(r

SEKRUTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2O16 NOMOR: 54

$1a:ez<t \ Q+@r ^^ +
1IrouAarcqn^an

11

t.



&
o

1

u
E
F

F
o.
D
ca

&

F
p
a
5.l
z
fr]
1-

o.p

3s
;=
-F
;r Fl

EE
zJ4Zog
6T
\JJ2a
trlY
ZYSFi5koao,'ge
(o8x
sx<o
EaYC

FEF \,7

1c,L9.-\ F

:s
2i
b- \J

^ 7 Brr rda)< fr1o5aPEFh--zVs5HtrJ1-a t,)

o
fr]v(;

)aE6F,o=

3HE
='z*
<<<o.P-ZPDoa
--r3

=1^?,d2x?gi!=E
< (rl 9liJ&ZF

+

\J,g

t\
g

'6
u
a
$

<)

-:

.z

$
Jg

E
o

D

t-

o
aa

p

o
a<
2a
<6
9e
6t

o
Fz
s
s

-o
47,

Or!

63r-
BE;
iz9
==atrzna*I
rrl

IIllItIltlII


